
BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Putusan hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak 

pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang  lebih bertanggung 

jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan 

juga harus bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Putusan 

Hakim bukan merupakan bentuk aksi balas dendam akan tetapi untuk 

mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. 

Dalam menjatuhkan pidana Hakim harus mempertimbangkan banyak 

hal. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana pencurian yaitu Fakta-fakta yang diketemukan dalam 

proses pemeriksaan, selain itu yang menjadi pertimbangan hakim adalah  hal-

hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta saran 

dari Balai Pemasyarakatan. Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu : 

 1.   Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 

2. Terdakwa mengaku berterus terang. 

3. Terdakwa menyesali perbuatannya. 

4. Terdakwa belum pernah dihukum. 

 

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu  
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1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain. 

2. Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain. 

3. Terdakwa telah menikmati hasilnya. 

4. Terdakwa pernah dihukum. 

Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2012 

tenteng Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebelum menjatuhkan putusan 

hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari 

pembimbing kemasyaraktan. Menurut Emma Sri Setyowati, SH Dalam 

menjatuhkan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan 

masyarakat, keadaan mental, psikologi tersangka, selain itu juga harus 

memperhatikan apa yang menjadi motif/latar belakang tersangka melakukan 

pencurian. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dalam bab terdahulu serta kesimpulan yang 

dapat ditarik dari pembahasan tersebut, penulis mencoba memberikan saran 

agar dalam menjatuhkan putusan perkara anak dapat lebih baik bagi 

perkembangan jiwa anak sebagai berikut :  

1. Perlunya hakim Pengadilan Negeri Wates dalam menjatuhkan 

putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan 

terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan 

dengan kondisi psikologi anak dan putusan tersebut juga 

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 
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2. Perlunya hakim Pengadilan Negeri Wates dalam menjatuhkan 

putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan efek 

jera bagi terdakwa namun selain pidana penjara, karena 

lingkungan penjara kurang kondusif bagi perkembangan mental 

anak tersebut. Setelah anak tersebut bebas dari penjara akan tetap 

mendapatkan stigma buruk dimata masyarakat.  
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